
2. Undang-Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

Mengingat 

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka 
pelayanan publik memerlukan good governance yang akan 
menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; 

b. bahwa untuk pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi oleh institusi pemerintahan telah semakin 
meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar 
mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber 
daya dan pengelolaan risiko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati Sintang tentang Pedoman Audit Tata Kelola Teknologi 
Informasi (Infonnation Technology Governance) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang; 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 
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TENTANG 
PEDOMAN AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (INFORMATION 
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penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 
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BAB. r.. ; 

INFORMASI 
PEMERINTAH 

AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI 
(IT GOVERNANCE) DI LINGKUNGAN 
KABUPATEN SINTANG 

SINTANG TENTANG PEDOMAN BUPATI PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5348); 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

41/PER/MEN.KOMINF0/11/2007 tentang Panduan Umum 

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Berita 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 7). 

I• 

(. 

., :., 
1 

Menetapkan 



BAB. III... 

menjamin kelancaran dan kesamaan tata cara pelaksanaan audit tata 
kelola Teknologi Informasi (IT Governance) serta penilaian atas 
ketercapaian efektifitas dan efesiensi Tata Kelola Teknologi Informasi. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melakukan audit Tata Kelola 

Teknologi Informasi (IT Governance) dengan memperhatikan norma, 
standar dan prosedur yang ditetapkan. 

adalah untuk 1n1 ( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati Sin tang 

Pasal 2 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Dnlnm Pcro1urnn Bupau ini dimakaud dcng in : 

J. Dncroh ndnlah Kabupaten Sintang. 
2. Pcmcrintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclenggara 

Pcmcrintahan Daerah yang memimpin pelaksariaan urusan pern rintahan 

yang menjadi kewcnangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Audit adalah proses identifikasi rnasalah, analisis dan evaluasi bukti yang 

dilakukan secara independent, obyektif dan professional berdasarkan 
standar audit untuk menilai kebenaran, kecerrnatan, kredib'ilitas, efektifitas, 

efesiensi dan keandalan informasi pelaksariaan tugas dan fungsi instansi 

pernerintah. 
5. Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (lnfonnation Technology Governance) 

yang selanjutnya disebut Audit Tata Ketola Teknologi lnformasi 

(IT Governance) adalah audit yang bertujuan untuk memeriksa apakah tata 

kelola surnber data teknologi informasi (termasuk didalamnya manajemen 

organisasi dan pimpinan) dapat mendukung dan sejalan dengan strategi 
bisnis. 

Pasa! 1 

BAB I 

J<ETENTUAN UMUM 



YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 1,2.. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal o7 b O v.-, ; 2018 

JAROT WINARNO 

2018 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Audit Tata Kelola 
Teknologi Informasi (IT Governance) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang. 

BAB IV 

KETENTUAN PEMBIAY AAN 
Pasal4 

Pedoman Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

BAB III 

PELAKSANAAN AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI 
(INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANC~ 

Pasal3 
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